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BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat ;1.
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BUPATI BANGLI,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati
Bangli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai
dengan  perkembangan hukum dan  kebutuhan
masyarakat saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 3);



10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012

11.

12.

tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor
26), diubah sebagai berikut :

1.
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Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 2 (dua)
ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada
Bupati melalui PPKD dengan tembusan PD/Unit
Kerja terkait.

(2) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(3) Laporan  Pertanggungjawaban  penerima hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai peraturan perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa uang atau salinan bukti
serah terima barang/jasa penerima hibah berupa
barang/jasa.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana
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(6)

(7)

(8)

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh
penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Penerima  hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Bupati melalui Kepala PD/Unit Kerja terkait.

Jika penerima hibah berupa wuang tidak dapat
merelisasikan kegiatan dari/atau dapat
merealisasikan kegiatan sampai tanggal 31 Desember
tahun berkenan maka terhadap sisa uang yang ada
dikembalikan ke Kas Daerah.

Jika penerima hibah tidak/belum menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat
(4), maka penerima hibah tidak diberikan menerima
hibah baik uang maupun barang atau jasa dalam
rentang waktu 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 42 diubah dengan menambah 2 (dua)
ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(3)

(4)

Pasal 42

Penerima bantuan sosial berupa uang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan
kepada Kepala PD/Unit Kerja terkait.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.

Laporan Pertanggungjawaban penerima bantuan

sosial, meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh
penerima bantuan sosial, format penggunaan
bantuan sosial sebagaimana terlampir yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai peraturan perundang-undangan bagi
penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima
bantuan sosial berupa barang;

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
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(6)

(7)

pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati melalui Bagian Keuangan selaku
PPKD paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh
penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Penerima bantuan sosial berupa barang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Kepala Daerah melalui kepala PD/Unit Kerja
terkait.

Jika penerima bantuan sosial berupa uang tidak
dapat merelisasikan kegiatan sampai tanggal 31
Desember tahun berkenan maka terhadap sisa uang
yang belum direalisasikan sampai tanggal 31
Desember tahun berkenan dikembalikan ke Kas
Daerah.

Jika  penerima  bantuan  sosial tidak/belum
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
pasal 42 ayat (4), maka penerima hibah tidak dapat
menerima bantuan sosial baik uang maupun barang
dalam rentang waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Ketentuan Pasal 43 diubah dengan menambah 1 (satu)
ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 43

Pertanggungjawaban Bupati atas pemberian bantuan

sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial
kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat
Daerah;

b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima
Bantuan Sosial;

c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial
yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah
terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap
bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh
penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.



(4) Penerima bantuan sosial berupa barang dan jasa
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui kepala PD/Unit Kerja terkait.

(5) Jika penerima bantuan sosial tidak/belum
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 42 ayat (4), maka penerima bantuan sosial
tidak dapat menerima bantuan sosial baik uang
maupun barang dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
Pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003
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